Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG
PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh
ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam
usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi tidak

dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata
dalam sistem transportasi nasional, mempunyai karakteristik
pengangkutan secara masal dan keunggulan tersendiri, perlu lebih
dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai
penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai
penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi
peningkatan kesejahteraan rakyat;

. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur

perkeretaapian yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan
teknologi;

. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan

perkeretaapian sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan
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bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna
dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai perkeretaapian
dalam Undang-undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang kereta api untuk
penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu
sistem;

. Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan

sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel,

.Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang

terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat
sehingga merupakan satu sistem;
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. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan
secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang
kegiatannya;

. Fasilitas keselamatan perkeretaapian adalah perangkat bangunan,
peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang
kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api;

. Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas
jalan rel;

. Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk
fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;

. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang
melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat
memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa
kereta api;

. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang
menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang
maupun barang;

10.Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang

melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api;

11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

perkeretaapian.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi nasional
diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata,
keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, dan percaya pada
diri sendiri.

Pasal 3
Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar
perpindahan orang dan/atau barang secara masal, menunjang

pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan
penggerak pembangunan nasional.

BAB Il
PEMBINAAN
Pasal 4

Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah.

Pasal 5
(1) Pembinaan perkeretaapian diarahkan untuk meningkatkan
peranserta angkutan kereta api dalam keseluruhan moda

transportasi secara terpadu.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
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Pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Perkeretaapian  diselenggarakan oleh  Pemerintah  dan
pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggara yang
dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Badan usaha lain selain badan penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat diikutsertakan dalam kegiatan
perkeretaapian atas dasar kerjasama dengan badan
penyelenggara.

Bentuk dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Untuk menunjang kegiatan badan usaha di bidang industri,
pertanian, pertambangan, dan kepariwisataan oleh badan usaha

yang bersangkutan dapat digunakan kereta api khusus.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



